Judul Produk Pelayanan	: Pelayanan Permohonan Pembukaan Pos Manifes atas BTD (BCF 1.5) yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 009

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	1.  Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) adalah:
a. barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
c. barang  yang  dikirim  melalui  Penyelenggara  Pos  yang
Ditunjuk:
· yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
· dengan  tujuan  luar  Daerah  Pabean  yang  diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.
2.  BCF 1.5 adalah daftar barang impor yang dinyatakan sebagai barang	tidak   dikuasai.   Pemohon   melampirkan   berkas persyaratan:
a.  Surat   Permohonan   yang   dilampiri   dengan   Surat
Pernyataan Bahwa Akan Menyelesaikan Barang;
b.  PIB/   PIBK/Surat   Persetujuan   Re-Ekspor/          BC
2.3/Surat Persetujuan Re impor/ Returnable Package;
c. Untuk  Permohonan  dengan  melampirkan  Surat Persetujuan	Re-Ekspor   dilampiri   dengan   Booking Confirmation atau Shipping Instruction;
d.  Bukti Pembayaran Pungutan Negara;
e.  Invoice;
f.   Redress Manifest apabila ada;
g.  Packing List;
h.  Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB);
i.   Surat Kuasa apabila dikuasakan;

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1.  Pemohon mengajukan surat permohonan pembukaan Pos
BC 1.1 atas barang impor yang terdaftar sebagai barang tidak dikuasai (BCF 1.5) beserta dokumen pendukung lainnya dan disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2.  dalam hal permohonan pembukaan pos mendekati batas waktu 60 hari barang tidak dikuasai berada di Tempat Penimbunan		Pabean,   Pejabat   Bea   dan   Cukai   akan melakukan	konfirmasi   status   barang   terlebih   dahulu kepada pengusahan Tempat Penimbunan Pabean.
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan.
4.  Terhadap hasil penelitian yang dilakukan:
a. Dalam hal terdapat NHI, Blokir, dan/atau Segel, Pejabat
Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
b. Dalam hal tidak terdapat NHI, Blokir, dan/atau Segel, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pembukaan pos dan subpos BC 1.1.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	1.  Penerbitan Surat Jawaban atas permintaan pembukaan pos
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

	
	
	2.  Pembukaan pos dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak Surat Jawaban diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	Pembukaan Pos BC 1.1 (Inward Manifest).

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.




